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MOTTO

“Keberhasilan dari sebuah Pernikahan memerlukan dua orang yang
berusaha keras, namun kegagalan pernikahan hanya membutuhkan

seorang saja sudah cukup”.

Anonin. 1988. Kumpulan Nasehat Cinta dari Negeri Cina. Jakarta :PT

Gramedia
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RINGKASAN

Perkawinan sebagimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak
semua perkawinan yang dilangsungkan berjalan kekal dan bahagia. Banyak terjadi
dalam praktek perkwinan yang semula berjalan dengan baik berakhir dengan
peceraian.

Perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa
alasan yang sah bahkan begitu teganya suami tersebut tidak meningalkan harta
benda yang dapat memenuhi kebutuhan isteri dan dalam hal ini isteri baru
mengajukan gugatan perceraian setelah jangka waktu 2 (dua) tahun dari sini
penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEMPAT
TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan
Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)”.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai faktor-faktor
apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian,
apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami
meningggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah kurang dari dua
tahun dan apakah putusan Nomor. 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut
hukum dan keadilan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat
yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, mengembangkan
pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek, keperluan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang hukum. Tujuan khusus untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan

perceraian,
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apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami
meninggalkan tempat tinggal bersama kurang dari dua tahun dan apakah putusan
Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA Jr. telah benar menurut hukum dan keadilan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan melakukan
pendekatan secara yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisa dengan
menggukan metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan adalah seorang isteri yang
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember disebabkan karena
adanya Faktor poligami yang tidak sehat. cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak
ada tanggungjawab, penganiayaan, suami mendapat hukuman .cacat biologis,
gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Bentuk perlindungan hukum
yang diberikan pada isteri yaitu mengenai jangka waktu bolehnya isteri
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, menurut pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasall 16 KHI adalah 2 (dua) tahun berturut-
turut sejak suaminya pergi, tetapi dalam pakteknya Pengadialan Agama akan
menerima gugatan perceraian kurang darai 2 (dua) tahun jika dalam gugatan
tersebut ada sebab perselisihan pertengkaran terus menerus. Pengadilan Agama
dalam memutus Perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut
hukum dan keadilan. Benar menurut hukum karena putusan tersebut didasarkan
pada perundang-undangan yang berlaku serta melihat pada aspek lain seperti
aspek agama dan kondisi pengugat. Adil adalah adanya aspek pertimbangan-
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya melihat pada
Undang-undang tetapi juga melihat pada kondisi Penguggat dan tergugat.

Kepada mereka yang akan melakukan perceraian hendaknya
mempertimbangkan kembali keputusannya jangan semata-mata didasarkan pada
emosi belaka. Bagi pembuat Undang-Undang perkawinan hendaknya melihat
kembali mengenai waktu dua tahun untuk dapat mengajukan gugatan perceraian,
menurut penulis waktu dua tahun sebaiknya dikurangi menjadi satu tahun atau
satu tahun setenggah, dan bagi penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia lahir, hidup dan berkembang
tidak lepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan
Jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat
dipisahkan dan masyarakat. Mereka dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan untuk
menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi.

Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu diwujudkan dalam satu
keluarga yang terbentuk dari adanya perkawinan. Perkawinan adalah salah satu
lembaga kehidupan manusia yang sangat indah dan agung. Perkawinan dilakukan
bukan sekedar dorongan lahiriyah akan tetapi didalamnya tercakup berbagai
macam tujuan hidup. Bahkan dari salah satu sisi perkawinan tersebut telah
dianggap sebagai ibadah yang merupakan Sunah Rosulullah SAW, disamping itu
Jjuga perkawinan merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang berlanjut dan
mengacu secara vertikal pada firman-firman Allah SWT serta kekuasaanNya.

Perkawinan disamping sebagai perbuatan keagamaan juga merupakan
perbuatan hukum. Perbuatan keagamaan karena perkawinan tersebut merupakan
perbuatan vang suci menurut agama, dan dilaksanakan dihadapan petugas yang
berwenag dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dilihat dari segi
hukum perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang
wanita yang akan melakukan perkawinan. Pasal | undang-undang nomor 1 Tahun
1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan vang
Maha Esa.

Berdasarkan pengertian diatas perkawinan bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini diartikan bahwa perkawinan haruslah
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam

menenpuh cita-cita itu umumnya mengalami banyak hambatan dan rintangan yang
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kadang tidak dapat diatasi, sehinga dapat mengakibatkan porak porandanya

mahligai perkawinan yang sudah terbina dan berakhir dengan suatu perceraian,

Padahal setiap perkara vang dapat merusak ikatan perkawinan sangat dibenci oleh

Allah SWT yang terjemahanya"Dan (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu

suatu perjanjian vang sangat kuat” (An-Nissa': 21).

Diantara hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang dapat mendukung
pernyataan diatas tersebut yaitu,

I. Dari Umar bahwa Rosulullah SAW Bersabda “Perbuatan halal yang sangat
dibenci Allah SAW ialah talak atau perceraian” (HR. Abu Daud dan Ibnu
Majah).

2. Dari abu Hurairoh berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda "Bukan golongan
dari kami seseorang yang merusak hubungan perempuan dari suaminya" (HR.
Abu Daud dan Hakim).

Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian dan atas keputusan Pengadilan”. Perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara antara suami dan isteri tidak akan hidup rukun kembali.

Menurut Happy Marpaung (1983:16) perceraian adalah pembubaran suatu
perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan
vang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan Hakim.
Perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu
menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian. perbaikan dan
sebagainya, lantas tidak ada lain kecuali terjadinya perceraian.

Perceraian dalam istilah figih islam disebut thalaq atau furqoh. Adapun
perkataan thalaq berasal dan kata thalaqa, yang berarti melepaskan sedangkan
furqoh artinya bercerai dari berkumpul. Baik istilah thalaq atau furqoh selanjutnya
oleh ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami dan isteri.
(Soemiyati, 1986:103).
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Dalam skripsi ini penulis mengambil perkara pada Putusan Nomor
1492/Pdt.G/2004/PA Jr. Kaiimah binti Giman sebagai penggugat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan masalah ekonomi. Tergugat selama berumah tangga dengan
Penggugat telah jarang memberikan uvang belanja kepada Penggugat, kemudian
Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah dan
tanpa ijin Penggugat, sampai saat ini sudah dua tahun tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti.

Akibat kepergian Tergugat, Penggugat sangat menderita. Seorang isteri baru
dapat mengajukan gugatan perceraian dua tahun setelah suaminya menghilang,
seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Intruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Setelah terjadinya perceraian maka menurut hukum antara pihak yang satu
dengan pihak yang lainnya telah berakhir hak dan kewajibannya, sehingga antara
suami isteri tidak ada lagi hubungan hukum. Pada hakekatnya perceraian itu
sendiri banyak memberikan dampak negatif pada kedua belah pihak maupun
kepada anggota keluarga, terutama pada anak-anak mereka. Dalam praktek
banyak terjadi peristiwa dimana seorang suami meniggalkan tempat tinggal
bersama tanpa alasan vang sah, dari perbuatan itu menjadikan hak-hak seorang
ister1 tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih
lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PERCERAIAN DENGAN
ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA
TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan
Nomor.1492/Pdt.G/2004/PA.Jr).
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1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan lebih lanjut megenai
materi yang akan dibahas untuk menghindari adanya penulisan atau penafsiran
yang menyimpang dari pokok permasalahan. Ruang lingkup penulisan skripsi ini
terbatas pada penyelesaian masalah perceraian dengan alasan suami meninggalkan
tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah dan terjadinya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat permasalahan yang layak

untuk dikedepankan dan dibahas. Permasalahan tersebut adalah :

|. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan
perceraian ?

2. Apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan
suami meninggalkan tempat tingggal bersama tanpa alasan yang sah kurang
dari dua tahun ?

3. Apakah Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA Jr telah benar menurut hukum

dan keadilan ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil
yang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas darn suatu tujuan. Adapun
tujuan penulisan skripsi in1 dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus :

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :
I. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang
diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah
dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yvang menyebabkan seorang

isteri mengajukan perceraian.

[

Untuk mengetahui apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan
perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama
tanpa alasan yang sah kurang dari dua tahun.

3. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA Jr telah
benar menurut hukum dan keadilan.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah diperlukan suatu metode
penulisan sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan
menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, sehinga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan
masalah dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk mendapatkan data dan
keteragan pihak terkait, dalam hal in1 Pengadilan agama Jember (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990: 12).

1.5.2 Sumber Data

Suatu karya ilmiah memerlukan sumber data yang benar dan lengkap untuk
mencapai dan  menghasilkan suatu karya ilmiah yang  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehinga hasil penulisan skripsi memiliki
bobot yang berkwalitas. Didalam penulisan skripsi ini yang menjadi sumber data
ada dua yaitu :
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
Penelitian dilakukan dengan wawancara (inferview) bebas terpimpin yaitu
dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai
pedoman, tetapi masith memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan
yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber
kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur
lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990:11)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
a. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi yang
diperlukan melalui wawancara. Wawancara adalah pengumpulan dan
pengolahan data vyang diperoleh dari keterangan-keterangan atau
penjelasan-penjelasan langsung pihak terkait.
b. Studi Literatur
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari
dan memahami literatur dan perundang-undangan yvang berkaitan dengan
pokok permasalahan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah
yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).
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1.5.4 Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya data tersebut
disusun secara sistematis dan dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif
kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan semua data vang diperoleh, selanjutnya dianalisis
berdasarkan perundangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan di bahas. Setelah data dianalisis dan di bahas kemudian ditarik kesimpulan
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Penggugat dalam kasus ini bernama Kaiimah binti Giman, umur 25 tahun,
agama islam, Pekerjaan Penjahit, terakhir bertempat tinggal di Dusun Rejosari,
Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, pada tanggal 12
juli 2004 telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya bernama Supriadi bin
Paiman, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, terakhir bertempat tinggal
di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Yang sekarang
tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Indonesia, yang selanjutnya
disebut Tergugat .

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1991 telah terjadi pernikahan secara sah
antara Penggugat dan Tergugat., yang dicatatkan pada Kantor urusan agama
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan kutipan Akte Nikah Nomor
308/30/VII/1991 tertanggal 27 Agustus 1991. Setelah terjadi pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat, terahkir mengambil tempat tinggal bersama dirumah
orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak vaitu Ulfa
(perempuan, umur 11 tahun).

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik,
akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai goyah atau tidak tentram sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan masalah ekonomi. Tergugat telah jarang memberikan uang belanja
kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin lama makin memuncak, dan akhimya Tergugat meninggalkan tempat
tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan sekarang tidak diketahui
alamatnya. Sejak saat ini mereka telah berpisah selama 2 tahun, dan selama hidup
berpisah tidak ada komunikasi sebagai suami isteri. Sikap dan perbuatan Tergugat
yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin vang
berkepanjangan.
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Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pengugat mohon
kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada han persidangan yang telah ditentukan, sidang dinyatakan
tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Penggugat
datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik
Indonesia Regional 1l Jember sebanyak dua kali masing-masing tanggal 16 juli
dan tanggal 16 Agustus 2004, teryata Tergugat tetap tidak hadir (ghoib).

Lihat lampiran 111.

2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Al-QUR’AN
a. Surat Al-Baqorah ayat (231, 233,266 )

Ayat 231
“...Jaganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kamu kemudhoratan,
karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat
demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri....”.
Ayat 233
“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan dengan cara yang ma’ruf. Seseoarang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kemampuanya....”.
Ayat 226
“Kepada orang-orang yang mengilaa’ isterinya diberi tangguh empat bulan
(lamanya) kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

. Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa”.

. Pasal 2 ayat (1, 2)

Ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat 2

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku™.

. Pasal 35 ayat (1, 2)

Ayat 1

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
Ayat 2

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain™.

. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena;

a. Kematian b. Percearaian c. Atas Putusan Pengadilan

. Pasal 39 (1, 2)

Avat 1

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak™.

Ayat 2

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.
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f. Pasal 40 ayat (1)
“Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”.

g Pasal 41 ayat (1)
Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:
Ayat 1

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada
perselisthan mengenai penguasan anak-anak pengadilan memberi
keputusannya.

Ayat 2

Bapak yang bertaggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak tidak dapat memenuhi
kewajibannya tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut.

Ayat 3

“Pengadilan dapat mewajib
kan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Adapun pasal-pasal yang berkaitan dapat dijadikan dasar hukum adalah:
a. Pasal 19 huruf (b, f):
Huruf b
“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
Huruf f
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami
isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
b. Pasal 20 ayat ( 1)
“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tegugat™.
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4. Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam.

a. Pasal 2
“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akod yang
sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakan merupakan ibadah™.

b. Pasal 3
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah, dan warahmah”.

c. Pasal 80
“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan
oleh suami isteri bersama™.

d. Pasal 115
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.

e. Pasal 116 huruf (b, f)
Huruf b
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuanya™ .
Huruf f
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga™.

5. Het Herziene Indlandsce Reglement (HIR)

Pasal 125

Jika Terguagat tidak datang pada han perkara itu akan diperiksa, atau tidak
pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil
dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali

kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak
atau tidak beralasan.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkawinan

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau simatik kata perkawinan berasal dari
kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Kata nikah
mengandung dua pengertian yaitu dalam arti vang sebenarnya (haqigat) dan arti
kiasan ialah (maajaz). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah itu berkumpul,
sedangkan dalam arti kiasan ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal
hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang
wanita. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam
perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga
bahagia dan kekal (Mohd Idris Ramulyo, 1996:1).

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang
suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan
yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan
baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1990:10).
Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

Ikatan lahiriyah dan bathiniyah dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak
langkah vang sama dalam karva dan do’a sehinga rumah tangga akan hidup rukun
dan damai, disebabkan suami isteri berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang
sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda
bathiniyahnya, maka suatu saat perpisahanpun akan selalu mengancam oleh
karena itu rumah tangga vang baik hendaknya sejak semula sudah dalam bahtera
hidup yang sama lahir dan bathin ( Hilman Hadikusuma, 1990:11).

Ikatan lahir adalah ikatan vang dapat dilihat secara lahiriyah baik antara
suami atau isteri maupun masyarakat sekeliling. Sedangkan ikatan bathin adalah
ikatan yang tidak terlihat. Ikatan lahir bathin sangat dibutuhkan dalam setiap
rumah tangga yang menginginkan kebahagiaan seutuhnya.
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Menurut Undang-undang Nomor | Tahun 1974 perkawinan baru ada
apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, oleh karena itu apabila
terjadi ikatan perkawinan sesama jenis, antara dua orang wanita (lesbian) atau dua
orang pria (homoseksual), maka hal ini tidak dapat disebut sebagai ikatan
perkawinan.

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri bertujuan untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dengan ikatan yang kekal atau langgeng berdasarkan
ke-Tuhanan yang Maha Esa. lkatan yang langgeng itu untuk menumbuhkan
kesejahteraan keturunannya dan mendorong kesucian cinta kasih terhadap suami
dan isteri.

Ikatan perkawinan yang bersifat temporer atau sementara sangat
menyulitkan status anak dan status warisan menjadi tidak jelas karena itu intitusi
perkawinan tidak bisa bersifat sementara yang hanya memuaskan hawa nafsu.
Hubungan perkawinan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan
kesejahteraan generasi selanjutnya sehingga ikatan perkawinan yang bersifat
sementara atau terbatas waktunya sebagaimana perkawinan mut’ah tidak
dibenarkan dalam status perkawinan ( Mohammad Muslehuddin, 1987:6).

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai
akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbulah hak-hak kewajiban orang tua
(termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu
dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak
mereka yang terikat dalam perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1990:28).
Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
perkawinan adalah pemnikahan yaitu aqod yang sangat kuat atau misaqon
gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan
ibadah.

Dalam Undang-undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau azas-asas
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip atau azas-
asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut :
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a. Asas sukarela;
Undang-undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai
maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada
persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada paksaan dari pithak manapun,
jadi disini menjamin tidak adanya kawin paksa.

b. Partisipasi keluarga;
Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. la
dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan
nasibnya sendiri, tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk
membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa
Indonesia yang relegius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari
keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

c. Perceraian dipersulit;
Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar
kntis. Pengunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak,
disamping kedua belah pihak juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan
menyangkut masyarakat pada umumya.

d. Poligami dibatasi secara ketat;
Sistem perkawinan menurut Undang-undang perkawian kita adalah monogani
hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama
dari yang bersangkutan itu mengijinkan maka seorang suami dapat beristeri
lebih dan seorang. Perkawinan dengan lebih dan seorang isteri meskipun hal
itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan
apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.

e. Kematangan calon mempelai;

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri

harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan
agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan
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yang baik dan sehat. Undang-undang menentukan batas umur untuk kawin
yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tetapi dalam keadaan yang
sangat mendesak perkawianan dibawah umur tersebut dimungkinkan setelah
mendapat dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.
f. Memperbaiki derajat kaum wanita;

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada
saat pria mempergunakan hak cerai semena-mena maka wanitalah yang
banyak memngalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja
merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan
hidupnya, ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula
untuk anak-anaknya (Hazairin, 1982:58).

Berdasarkan asas-asas perkawinan yang dikemukakan diatas ada beberapa
kasus yang bertentangan dengan asas-asas perkawinan seperti yvang diuraikan
diatas. Pertama mengenai asas perceraian yang dipersulit, berdasarkan pasal 39
(1) Undang-undang Perkawinan Nomor | Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya
dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penggunaan kata
“hanya” disini berarti itu merupakan satu-satunya cara, tidak ada cara lain selain
itu. Maksud dari bunyi pasal tersebut satu-satunya perceraian yang dapat
dilakukan adalah di depan sidang pengadilan, tetapi pada kenyataanya ada kasus
seorang suami vang mentalak isterinya tanpa melalui sidang Pengadilan, hal im
disebabkan pada rangkaian pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 maupun pada Peraturan Pelaksanaanya tidak ada satu pasal pun yang
mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yng mentalak
isterinya di luar sidang pengadilan.

Kedua, mengenai asas monogami yang dibatasi secara ketat menurut
Hazairin pologami hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu dan
mendapat ijin dari Pengadilan, tetapi kenyataanya seorang suami dapat saja
melakukan poligami tanpa persetujuan dari Pengadilan. Misalnya dengan
melakukan kawin siri.
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Mengenai asas memperbaiki derajat kaum wanita pada rangkaian pasal
Undang-undang perkawinan menurut penulis belum sepenuhnya memberikan
perlindungan bagi kaum wanita. Di satu sisi memang hak dan kedudukan isteri
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah
tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehinga dengan demikian segala
sesuatu dalam kelurga dapat dirundingkan dan diputus bersama oleh suami isteri,
tetapi di sisi lain isteri belum mendapat perlindungan terhadap talak yang
dijatuhkan diluar sidang Pengadilan oleh suami.

2.3.2. Sahnya perkawinan

Kata sah berarti sah menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu
dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka
perkawinan itu tidak sah, jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan. begitu pula kalau tidak
menurut tata tertib hukum adat berarti tidak sah menurut hukum adat.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum.
Adanya akibat hukum ini penting sekali hubunganya dengan sahnya perbuatan
hukum. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah maka anak
yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 avat (1)
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya
itu”. Selain diatur dalam pasal 2 ayat (1) sahnya perkawinan juga diatur dalam
pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Syaratnya suatu perkawinan harus memenuhi
ketentuan Undang-undang Nomor | Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) mengenai tata
cara agama, dan ayat 2 mengenai pencatatan nikahnya oleh pegawai pencatat
nikah.

Ada dua pendapat tentang penafsiran pasal 2 Undang-undang Nomor |
Tahun 1974. Pendapat pertama, ada kecenderungan dan beberapa sarjana hukum
yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu bahwa
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perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dilakukan
atau tidak, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan
tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua, menafsirkan bahwa pasal 1
ayat (1) dan (2) bukan saja dari sudut vuridis semata-mata yaitu sahnya
perkawinan itu tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka (para
sarjana hukum). Pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap
merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang yang jalin menjalin menjadi satu,
bila satu lepas maka yang lain berkurang kekuatanya bahkan hilang sama sekali
(Mohd Idris Ramulyo, 1996:86).

Sahnya perkawian menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di
Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat
adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib
hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Hanya
saja walaupun sudah sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut
masyarakat, belum tentu sah menjadi warga adat dari masyrakat adat yang
bersangkutan, untuk itu harus pula dilakukan upacara adat sebagai peresmian
menjadi warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia,
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman
mempelai, di Masjid ataupun di Kantor Agama dengan ijab dan kabul dalam
bentuk akad nikah. ljab adalah ucapan menikahkan dari calon isteri, dan qobul
adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan ijab dan qobul dari kedua belah
pihak harus didengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang
bertugas sebagai saksi akad nikah, jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam
adalah ijab dari wali perempuan dan qobul dari calon suami pada saat yang sama
didalam suatu majelis akad mkah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Menurut penulis sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan
dan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sama. Sahnya perkawinan menurut
Undang-undang adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya, dan dicatat menurut Undang-undang yang
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berlaku. Sahnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ada calon
suami, ada calon isteri, ada wali nikah ada saksi, dan adanya ijad kobul.

3.2.3 Tujuan Perkawinan

Menurut ketentuan pasal | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material
(Hilman Hadikusuma, 1990: 22).

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang
terdin dan suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya
membentuk kesatuan hubungan suami, isteri dalam suatu wadah yang disebut
tempat tinggal bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubumgam suami
dan isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Membentuk keluarga yang bahagia
itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan
anak-anak terjadi hak dan kewajiban orang tuanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 tujuan perkawinan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (aman dan tentram),
mawadah (rasa saling mencintai) dan rahmah (rasa saling menyantuni). Esensi
perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh dengan ketentraman dan
kedamaian. Kebersamaan suami isteri adalah kebersamaan yang penuh kedamaian
dan ketentraman dimana syara’ telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-
masing (suami dan isteri).

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan.
Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan
menutut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kabahagiaan
rumah tangga atan kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya. kedamaian
dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma, 1990:23).
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Suami pada dasamya adalah kepala rumah tangga, kemana laju rumah
tangga akan mengarah suamilah penentunya. Kehidupan suami isteri hanya akan
bisa tegak kalau ada ketenagan dan masing-masing pihak mau menjalankan
kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Kewajiban suami kepada isteri
adalah menghormati, bergaul dengan baik dan memperlakukannya dengan baik
pula. Suami wajib menjaga isterinya, memelihara dari segala sesuatu yang dapat

menodal kehormatanya dan menjunjung kemuliaanya.

2.3.4 Pengetian Perceraian

Dalam kenyataanya banyak sekali suatu perkawinan yang diangan-angankan
untuk bisa hidup selama-lamanya tidak berlangsung lama dan berakhir dengan
suatu perceraian.

Perceraian dalam istilah figih islam disebut thalak atau furqah. Adapun
perkataan thalak atau furgah selanjutnya oleh ahli figih dipakai sebagai istilah
perceraian antara suami isteri (Soemiyati, 1986:103). Undang-undang Nomor |
tahun1974 tidak mengatur secara terperinci tentang pengertian perceraian
melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya perkawinan ke
dalam tiga golongan, seperti dalam pasal 38 disebutkan “Perkawinan dapat putus
karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Menurut Subekti (1987:84) perceraian adalah”Penghapusan perkawinan
dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perceraian itu”. Bagi
mereka yang beragama islam tuntutan perceraian diajukan kepada hakim dengan
gugatan dalam perkara perdata.

Menurut Happy Marpaung (1983:16) perceraian adalah “Pembubaran suatu
perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan
yang dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan Hakim™.

Perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh islam, oleh karena itu
upaya perceraian seharusnya dihindari sebagaimana hadist Nabi Muhammad
SAW “Thalak atau perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh
Allah SWT diantara perbuatan halal”, tetapi dalam keadaan terpaksa, maka
dengan keadilan Allah SWT dibukakannya jalan keluar dari segala kesukaran itu,
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yaitu dengan perceraian. Menurut penulis, perceraian adalah putusnya perkawinan
ketika pihak-piahk masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat
dibenarkan oleh Undang-undang.

Pada kenyataanya banyak perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang
Pengadilan karena pada Undang-undang Perkawinan maupun pada rangkaian
pasal-pasal peraturannya tidak mengatur sama sekali mengenai sanki yang dapat
dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya di luar
sidang Pengadilan. Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksananya
hanya mengatur agar talak jangan dijatuhkan dengan sewenag-wenag tidak
dilengkapi dengan sanki yang dikenakan bagi siapa yang melanggar.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai bagaimana bila
suami yang mentalak isterinya diluar sidang Pengadilan itu meminta surat
keterangan tentang perceraiannya dengan isterinya guna keperluan untuk menikah
lagi. Menurut Bapak Sulkhan, SH. M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember,
terhadap permasalahan itu Pengadilan Agama tidak akan pernah mau
mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh suami tersebut, karena
Pengadilan Agama hanya mengakui perceraian yang dilakukan didepan sidang
Pengadilan berdasar Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila
memang demikian keadaanya maka suami bisa saja menempuh cara lain misalnya

dengan melakukan kawin siri.

2.3.5 Macam- Macam Perceraian

a. Dilihat dari segi yang mengajukan

Menurut ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang
Perkawinan (pasal 39-41) dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan
Pelaksanaan (pasal 14-36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua perceraian yaitu:

1). Cerai Talak

Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam seperti yang
dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berukut:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam
yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di
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tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada

Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Cerai talak adalah upaya hukum dari pihak suami untuk menceraikan
isterinya dengan mengajukan surat tentang permohonan bahwa ia bermaksud
menceraikan isterinya dengan disertai alasan dan minta kepada Pengadilan Agama
untuk mengadakan sidang atas kemauanya itu.

2).Cerai Gugat

Menurut Wantjik Saleh (1976:140) gugat cerai adalah perceraian yang
disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak isteri vang melangsungkan
perkawinan menurut agama islam.

Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksananya tidak menjelaskan
definisi cerai gugat, tapi menyatakan bahwa perceraian harus dengan suatu
gugatan. Peraturan Pelaksanaan dan penjelasan pasal 20 menegaskan cerai gugut
adalah:

Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seoramg isteri
yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam dan oleh
seoramg suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinanya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.

Menurut penulis cerai gugat adalah permohonan cerai oleh seorang isteri

vang perkawinan berdasarkan hukum islam yang disertai dengan gugatan. Dari
sini dapat dilihat cerai gugat adalah hak isteri sedang suami telah diberi hak lewat
talaknya.
b. Dilihat dari alasannya
Perceraian dilihat dan alasannya dapat dibagi menjadi:

1). Syigaq

Syiqaq adalah terjadinya suatu perselisihan yang terus menerus antara suami
isteri, dan untuk menyelesaiakan kasus ini, sangat dianjurkan mengangkat juru
damai dar keluarga masing-masing. Sebagaimna firman Allah SWT “Dan jika
kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah Hakim dari
keluarga laki-laki dan seorang Hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang
Hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufiq
kepada suami itu” (QS.An-Nisaa’: 35).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

2). Khuluk

Khuluk adalah salah satu bentuk peceraian berdasarkan persetujuan kedua
belah pihak. Khuluk menurut pasal 1 Inpres No.tahun 1991 adalah peceraian yang
terjadi atas permitaan isteri dengan memberikan tebusan (iwad) kepada dan atas
persetujuan suaminya.

Adapun dasar hukumnya sesuai dengan Firman Allah SWT”.. Jika kamu
Khawatir bahwa keduanya (suani/isteri) tidak dapat melaksanakan hukum-hukum
Allah SWT, maka tidak ada dosa untuk merubah dirinya....”(QS. Al-baqoah:229).

Melihat dari ayat tesebut dapat diperoleh beberapa ketentuan antara lain
sebagai berikut:

a. Khuluk dapat terjadi disaat ister1 merasa sangat benci terhadap suami,
meneruskan pekawinan justru berakibat buruk terhadap moral dan
dikhawatirkan melanggar hukum-hukum Allah SWT, mka tidak ada
dosa melakukan khuluk;

b. Pihak isteri yang menginginkan perceraian itu harus membayar ganti
rugi berupa pengembalian sebgaian atau seluruh mas kawin kepada
suaminya tergantung persetujuan suami.

¢. Khuluk sangat memerlukan pesetujuan kedua belah pihak.

3). Lian berasal dari pekataan al-la’nu vang bearti kutukan, disebut lian
karena masing-masing pihak suami isteri telah mengutuk pihak yang lain.
Keadaan itu terjadi disaat suami menuduh isterinya berbuat zina atau suami tidak
mengakui anak yang dikandung isteinya. Jika suami tidak mampu menghadirkan
empat orang saksi dan isteri tetap bersumpah “Demi Allah, bahwa tuduhanhnya
benar, dan dari kelima kaliya besumpah “Demi Allah kutuk dan laknat Allah SWT
terlimpahkan atas dirinya jika tuduhanya tehadapistrinya itu dusta.

Selanjutnya isterinya juga bersumpah empat kali dengan nama Allah SWT
bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar, dan kelima kalinya mengataka “Demi
Allah jika tuduhan suaninya benar, maka ia sanggup menerima laknat Allah SWT,
jawaban isteri dimaksudkan sebagai sumpah atas kesucian dirinya menghadapi
tuduhan zina dar suaminya. Ketidakberanian isteri untuk memjawab sumpah

dianggap sebagi pengakuan atas tuduhan suaminya (Anshori Thoyib, 1992:131).
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4). Murtad

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama islam. Semua ulama telah
sepakat bahwa pindahnya seseoarang dari agama islam oleh suami isteri dapat
menyebabkan putusnya perkawinan. Apabila salah seorang dari suami isteri tidak
lagi memeluk agama islam, maka salah atu pihak dapat memohon keputusan
hakim Pengadilan Agama tentang status nikahnya menurut Islam, dan dalam hal
ni Pengadilan Agama dapat menjadikan keputusan bahwa perkawinannya telah
dibatalkan disebabkan salah satu pthak sudah tidak lagi memeluk agama Islam.

5). Fasakh

Perkataan fasakh berarti membatalkan, adapun yang dimaksud fasakh
adalah suatu bentuk perceraian melalui proses keputusan Hakim Pengadilan
Agama disebabkan atas pemintaan pihak isteri. Mengenai hal ini jika suami
diberikan hak thalaq, maka isteri disediakan fasakh sebagai peluang isteri untuk
memperoleh peceraian dari segi hukum, degan demikian Islam telah menciptakan
keadilan yang sangat sesuai dengan fitrah manusia (nasharuddin Thoha, 1975 :
75).

2.3.6 Alasan Perceraian
Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dalam hukum adat terdapat alasan-alasan yang dibenarkan untuk
melakukan perceraian antra lain:
a. Isteri berzina
Perceraian yang diakibatkan karena isteri berzina akan membawa akibat
yang sangat merugikan isteri itu sendirt.
b. Kemandulan isteri
Isteri tidak bisa menpunyai anak, padahal salah satu tujuan perkawinan
adalah untuk memperoleh keturunan.
c. Impoten suami
Suami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami, sehinga tidak akan

diperoleh keturunan dari perkawinan tersebut.
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d. Suami meninggalkan isteri
Dalam hal ini suami meninggalkan isteri dalam waktu yang sangat lama
atau isten berkelakuan tidak sopan.

e. Adanya persetujuan kedua belah pihak untuk bercerai (Wignjodipuro
1990:16).

Alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 pasal
39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 pasal (19) jo pasal 116 KHI yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi
dan sebagainya yang sukar disesmbuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua ) tahun berturut-
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuanya;

c. Salah satu pihak mendapat hukumnan penjara selama 5 (lima) tahun atau
hukuman yang sangat berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pithak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan telah melakukan zina adalah alasan penting untuk memohon
perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan
mengenai zina tersebut, berarti dalam hal ini pembuat Undang-undang
menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam
masyarakat. Menurut penulis zina adalah seseorang yang terikat dalam
perkawinan atau belum terikat perkawinan telah melakukan hubungan kelamin
diantara mereka. Disamping alasan-alasan zina alasan yang lain yang dapat
digunakan oleh kedua pihak untuk mengajukan tuntutan perceraian adalah
pemabuk, pemandat dan penjudi yang sukar disembuhkan. Agar alasan tersebut
dapat dijadikan alasan untuk bercerai maka alasan pemabuk, pemandat dan
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penjudi haruslah berupa perbuatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan sukar
untuk disembuhkan dan tidak lagi mungkin lagi untuk dipulihkan. Penilaian
tentang pemabuk, pemandat dan penjudi diserahkan sepenuhnya kepada
kebijaksanaan Hakim.

Mengenai meninggalkan yang lain untuk masa dua tahun atau lebih, dalam
hal ini salah satu pihak memang beritikat ingin meninggalkan pasangannya tanpa
suatu alasan yang sah dan tanpa ijin dan orang yang ditinggalkan itu. Kepergian
dengan alasan berlibur, dinas ke luar kota atau urusan-urusan lain demi
kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka di masa
mendatang, tentu saja tidak bisa digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk
digunakan sebagai alasan perceraian. Mengenai penyebutan "berturut-turut"
menurut penulis hal itu memang perlu disebut dengan tegas karena ada
kemungkinan kepergian yang terputus-putus asalkan jumlahnya 2 (dua) tahun
atau lebih dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mengenai hukuman penjara S (lima) tahun atau lebih yang terjadi sesudah
perkawinan, hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Waktu 5 (lima) tahun
adalah waktu yang sangat lama sehinga salah satu pihak harus sendiri menangung
beban hidup yang semakin lama semakin berat. Berarti disini pihak yang tidak
terhukum dapat melakukan perceraian dengan pihak yang terhukum untuk
kemudian menikah lagi. Menurut penulis jangka waktu 5 (lima) tahun adalah
waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan mereka
akan dilanjutkan atau tidak.

Seperti dalam alasan zina, tuntutan atas dasar ini harus dengan melampirkan
putusan-putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan
putusan itu bagi hukum merupakan bukti yang cukup untuk mengabulkan
permohonan perceraian.

Mengenai alasan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain Undang-undang
perkawinan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan
berat yang dimaksud yang dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian.
Dalam ketentuan itu hanya terdapat kata-kata yang membahayakan terhadap pihak
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lain. Tentang perbuatan yang bersifat membahayakan itu juga belum ada
penjelasannya. Tampaknya dalam hal ini pembuat Undang-undang hendak
menyerahkan penafsiran kepada para Hakim. Didalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata terdapat uraian yang agak panjang tentang hal tersebut diatas,
vaitu "...Sehiga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehinga
mengakibatkan luka-luka yang membahayakan...” (Pasal 209 Burgerlijke
Wetboek), ini berarti bahwa kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu
tidak hanya kepada jasmani orang-orang itu tetapi juga kepada jiwanya.

Penyebutan kata-kata "membahayakan" didalam ketentuan ini memang
sudah seharusnya menghindarkan suatu penafsiran misalnya saja baru kena
tampar satu kali lantas perbuatan ini boleh dikatakan tindakan yang
membahayakan dan digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.
Sebaliknya dalam gugatan perceraian harus melampirkan pengakuan Dokter
(visum Dokter) yang menyatakan bentuk kekejaman atau penganiayaan yang
dilakukan untuk memudahkan Hakim dalam pemeriksaan.

Terserah kepada Hakim apakah pengakuan (visum) itu cukup dijadikan
sebagai bukti, sebab menurut ketentuan yang berlaku Hakim tidak terikat oleh
pengakuan (visum).

Mengenai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Undang -undang tidak mengatur
dengan jelas kriteria-kritenna mengenai cacat badan atau penyakit tersebut.
Menurut penulis cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam Undang-undang
ini adalah suatu cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat
dilakukannya suatu hubungan kelamin antara suami isteri. Misalnya karena suami
impoten atau si isteri lumpuh. Terhadap cacat atau penyakit yang seperti itu
menurut penulis Hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai pada perkara di
pengadilan. Mengenai bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit tersebut
semuanya tergantung pada bagaimana pertimbangan Hakim, dan dalam hal i
Hakim harus hati-hati dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang seperti

itu.
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Selanjutnya adalah mengenai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga Kebahagian dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak
tercapai kalau suami isteri itu terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan
apapun yang menjadi alasannya. Keadaan seperti itu tidak menguntungkan bagi
kedua belah pihak beserta anak-anaknya. Undang-undang memberikan
kesempatan untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika sekiranya Pengadilan
berpendapat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat dicapai karenanya.

Pasal 19 huruf f yang menyatakan dengan jelas bahwa alasan antara suami
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak memperoleh penjelasan yang
lengkap didalam Undang-undang Perkawinan. Jadi keseluruhannya diserahkan
kepada kebijaksanaan para Hakim untuk menilainya.

2.3.7. Akibat Perceraian

a. Mengenai Hubungan Suami Isteri

Akibat pokok dari perceraian, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi
mereka boleh kawin lagi sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan
kepercayaanaya itu membolehkan. Menurut pasal 41 ayat (3) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas ister.
Kewajiban untuk menentukan sesuatu itu tentunya berdasarkan hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya itu.

b. Mengenai Anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, tetapi bila bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menantukan bahwa

ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.
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¢. Mengenai Harta Benda

Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor | Tahun 1974, harta benda dalam
perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh
selama perkawinan berlangsung, selain harta bersama ada harta bawaan dari
masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa
mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan. Suami atau isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Menurut pasal 35 apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur
menurut hukumnya masing-masing disini tidak jelas putusnya perkawinan itu
karena kematian atau karena perceraian, tetapi menurut pasal 37 disebutkan
bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya
(Djamil Latif, 1982:115).

Menurut penulis akibat dari suatu perceraian dapat dilihat dan tiga hal.
Pertama, mengenai hubungan suami isteri dimana antara suami isteri sudah tidak
ada lagi hubungan kelamin yang terjadi diantara keduanya jika hal itu masih
terjadi maka disebut sebagai perbuatan zina. Kedua, mengenai anak suatu
perceraian pasti membawa korban yaitu bagi anak-anaknya. Anak-anak pasti
sedih karena kedua orang tuanya tidak dapat hidup bersama lagi dalam satu
rumah. Walaupun kedua orang tuanya tidak hidup bersama lagi tetapi mereka
tetap mempunyai kawajiban untuk memelihara dan mendidik meraka. Hal itu
ditegaskan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 hal ini demi menjaga kepentingan anak. Ketiga, mengenai harta benda Pada
pasal 37 Undag-undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus
karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu

hukum agama, hukum adat dan hukum lainya. bersama.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan
perceraian
Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, ada beberapa faktor yang dapat
menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian yaitu ;
a. Faktor poligami yang tidak sehat

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, hanya
apabila dikehehdaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang
bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
Apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
Pada kenyataanya sekarang ini banyak sekali terjadi suami melakukan poligami
secara diam-diam diluar pengetahuan isteri dan tidak memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, dan munculnya poligami ada
yang didasarkan karena keterpaksaan hukum.

Dalam Undang-undang perkawinan mengenai poligami dalam pasal 4 ayat
Idisebutkan apabila suami ingin beristeri lebih dari seorang maka harus
mengajukan permohonan kepengadilan. dan pengadilan akan menerima apabila
ada alasan dalam pasal 4 ayat 2. Disamping itu harus dipenuhi hal-hal dalam pasal
5 ayat 1 yaitu ada persetujuan dari isteri. Dan simi dapat dilihat bahwa ijin isteri
harus ada, tetapi hal itu tidak menjadi syarat utama karena pada pasal 5 ayat 2
disebutkan bahwa persetujuan isten tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-
isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan, dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, dari sini dapat dilihat bahwa ijin dari isteri itu tidak menjadikan
tidak sahnya poligami.

Dalam AL-Quran tidak dijelaskan mengenai kasus sah atau tidaknya poligami
tanpa ijin isteri, tetapi dalam surat An-Nissa’ ayat 3 ditegaskan :

Jika kamu takut, bahwa kamu tidak akan berlaku adil tentang anak-anak

yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu,

berdua, bertiga atau berempat orang, tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan
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berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. atau pakailah hamba sahaya, yang

demikian itu lebih dekat kepada tiada aniya.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa mengenai poligami dalam agama islam
diperbolehkan asal dapat berlaku adil, sedangkan mengenai poligami tanpa ijin
isteri tetap sah.

Menurut penulis poligami harus ijin isteri karena pada dasarnya Undang-
undang itu dibuat untuk melindungi derajat kaum wanita, oleh karenanya ijin
isteri harus tetap ada bagaimanapun keadaan siisteri.

b. Faktor cemburu

Perasaan cemburu antara suami isteri adalah hal yang wajar asalkan tidak
berlebihan karena cemburu yang berlebihan akan menjadikan ketidakharmonisan
dalam rumah tangga, yang akhimya berakibat pada ketidakpercayaan.
Ketidakpercayaan seorang isteri pada suaminya atau sebaliknya akan
menimbulkan perasaan tidak tenang jika suami pergi keluar rumah walau
sebenarnya untuk melakukan hal yang positif Keadaan itu lama kelamaan akan
menjadikan suami atau isteri tidak berterus terang pada isterinya mengenai
keadaan yang sebenamya.

c. Faktor kawin paksa

Suatu perkawinan yang terjadi tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari
calon mempelai dimana terjadinya perkawinan karena adanya paksaan dari orang
tuanya/walinya. Hal itu akan menjadikan keretakan dalam rumah tangga, sebab
perkawinan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri tapi karena ada unsur
paksaan yang sebenarnya antara kedua belah pihak tidak saling menyukai.

d. Faktor ekonomi

Setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih lebih baik, namun tidak
jarang hal tersebut terbentur karena masalah ekonomi. Keadaan ekonomi
khususnya pada ekonomi lemah/miskin akan dapat menimbulkan pengaruh
terhadap sikap seseorang untuk berubah fikiran yang semula tidak mempunyai
fikiran untuk bercerai dengan pasanganya tiba-tiba ingin bercerai karena masalah

ekonomi. dimana suami tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
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e. Faktor tidak ada tanggung jawab

Seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan mempunyai kewajiban-
kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tangungjawab. Tetapi sering
kali terjadi suami lalai dan tidak bertangungjawab pada kewajiban-kewajiban
yvang harus dilakukannya. Misalnya tidak memperdulikan isteri dan tidak
memberikan nafkah pada ister.
f.  Faktor penganiayaan

Adanya kejahatan terhadap badan atau tubuh yang dilakukan suami secara
sengaja dan menimbulkan cedera pada pihak isteri hal itu akan mengakibatkan
isteri menjadi tidak suka pada perbuatan suaminya yang menyebabkan keretakan
hubungan suami isteri dalam rumah tangga.
g. Faktor suami mendapat hukuman penjara

Hukum bertujuan melindungi vang tidak terhukum, jangan sampai
kehidupannya menjadi menderita akibat ditinggalkan pasangannya yang mendapat
hukuman penjara. Dalam hal ini suami meninggalkan isterinya karena menjalani
hukuman akibat kesalahan yang dilakukannya. Keadaan seperti ini menjadikan
suami tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi dengan baik. Disini pihak isteri
dapat mengajukan gugatan perceraian untuk kemudian menikah lagi.
h.  Faktor cacat biologis

Masalah ini sering menjadi sumber keributan dan tidak jarang berakhir
dengan suatu perceraian. Karena pihak suami tidak dapat menjalankan
kewajibannya. Keadaan itu menjadikan isteri merasa tidak puas atas pelayanan
suaminya misalnya karena suami mempunyai penyakit jantung, asma, atau
impoten dan akibatnya suami tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal
kepada isteri.
i. Faktor ganguan pihak ketiga

Kehadiran pihak ke tiga dalam rumah tangga misalnya orang tua atau saudara
lain dalam rumah tangga akan menjadi sumber konflik, hal kecil yang seharusnya
tidak harus diributkan bisa berubah menjadi masalah besar karena masing-masing
pihak ingin mencari pembenaran diri sendiri. Semua itu terjadi karena tidak

adanya keterbukaan satu sama lain.
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J.  Faktor idak ada keharmonisan

Sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah
tangga, sehinga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal Tidak
dapat terwujud.

Menurut penulis meskipun cerai gugat berdasarkan faktor-faktor tersebut
diatas tetapi masih banyak perceraian yang dilakukan karena terlalu emosi dan hal
lain sehingga tidak mempertimbangkan akibat (dampak negatif) dari perceraian

tersebut.

3.2 Dapat atau tidaknya seorang isteri mengajukan gugatan perceraian
dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan
yang sah kurang dari dua tahun

Untuk melakukan perceraian dipengadilan harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah terdapat pada

pasal 19 Peraturan Pemenintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah:

a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

¢). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

¢). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami isteri;

f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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Alasan perceraian yang diajukan ke Pengadilan pada Putusan Nomor
1492/Pdt.G/2004/PA Jr adalah terdapat pada pasal 19 huruf (b) dan huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 KHI disebutkan alasan
perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya, dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus. Dan sini dapat dilihat bahwa perceraian baru
dapat diajukan ke Pengadilan Agama setelah 2 (dua) tahun berturut-turut Tegugat
meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan alasan yang sah.

Dari hasil konsultasi dengan Bapak Sulhan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan
Agama Jember beliau mengatakan yang pada intinya apabila ada kasus suami
meninggalkan tempat tinggal bersama maka pihak isteri baru boleh mengajukan
gugatan perceraian setelah lampau waktu dua (2) tahun sejak suaminya
menghilang. Pengadilan tidak akan menerima gugatan peceraian sebelum dua
tahun sejak hilangnya suami jika yang dipakai dalam pengajuan gugatan
perceraian semata-mata hanya mendasar pada pasal 19 (b) Peraturan Pemeintah
Nomor 9 Tahun 1975. Pada prakteknya Pengadilan Agama akan menerima
pengajuan gugatan perceraian dengan catatan ada unsur pertengkaran seperti
terdapat pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara
suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali.

Sebagai tinjauan perbandingan jika dilihat dani fiqih islam untuk mengetahui
jangka waktu dibolehkannya seorang isteri mengajukan gugatan percerain yang
disebabkan seorang suami meninggalkan tempat tiggal tanpa ijin maka acuanya
harus merujuk pada kaidah sumber Al-Qur’an, Hadis, dan hasil ijtihat dari
kalangan ulama.

a. Sumber dari Al-Qur’an

Tentang suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tidak
diterangkan secara defenitif didalam Al-Qur’an. Maka disini ada peluang untuk
berfikir dalam penggalian status hukum. Dalam Al-Qur’an telah menjelaskan
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masalah ini dalam garis—gans besarNya, terbukti pada Surat Al-Baqoroah ayat
226 dinyatakan “Kepada orang-orang yang mengilla’ isterinya diberi waktu empat
bulan lamanya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”. (Q.S. Al- Baqoroh 226).
Dari ayat tersebut, maka dapat diperoleh beberapa ketentuan vaitu:
1. bahwa suami yang bersumpah mengilla’ isterinya maka batas paling lama
empat bulan saja ;
2. kalau batas waktu empat bulan telah habis, maka suami harus kembali
hidup rukun lagi dengan isterinya itu ;
3. Suami yang telah kembali ke isterinya maka ia wajib membayar denda
(khifarat) karena sumpahnya itu yaitu
a. memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada
orang miskin.
b. memerdekakan budak.
c. apabila dua hal tersebut diatas tidak mampu maka ia wajib berpuasa
selama tiga hari bertuut-turut (Sulaiman Rosyid, 1976:390).
Al-Qur’an sangat tidak setuju jika suami menganiaya dan meninggalkan
isterinya begitu saja serta menelantarkanya dalam jangka waktu yang lama,
Siapapun tidak diperkenankan menahan wanita secara tidak adil vyang
membuatnya tersiksa dan tertindas. Suami yang bertindak demikian terhadap
isterinya termasuk melewati batas hukum-hukum Allah SWT. Dalam hal ini isteri
berhak menhindarinya dengan bantuan hukum. Sebagaimana telah ditegaskan
Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqorah ayat 231 yaitu :

Dan janganlah (kamu) tahan (rujuki) mereka untuk memberi kemudhorotan,
karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Dan barang siapa
berbuat demikian, maka sesunguhnya ia menganiaya dirinya sendiri.
Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.

b. Sumber dan Al-Hadist

Tentang suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan
yang sah dan tanpa ijin belum ada suatu kepastian adanya sumber dari
Hadist Rosulullah SAW.
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¢. Sumber dan Qiyas (hasil ijtihat para ulama)

Mengenai masalah suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa
alasan yang sah, tidak ada kesepakatan diantara sahabat sehingga berangkat dari
hal tersebut maka para ulama banyak yang menggali masalah status hukum
tentang kasus diatas.

Sebenarnya para ahli hukum dewasa ini dalam memutuskan masa jangka
waktu tunggu isteri boleh mengajukan gugatan perceraian yang disebabakan
suami meningalkan tempat tinggal bersama banyak merujuk pendapat Imam
Maliki. Dimana jika suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan
yang sah, tanpa ijin, dan tanpa memberikan nafkah lahir bathin maka Pengadilan
tidak perlu memerintahkan masa tunggu bagi isteri yang dilalaikan suaminya
sendiri dan Pengadilan dapat segera menjatuhkan putusan perceraian.

Dari penjelasan diatas. jelaslah bahwa ketentuan Figih Islam dalam kasus
suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah maka
isteri boleh secepatnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Sehinga
ister1 tidak perlu menunggu terlalu lama sampai dua tahun atau lebih.

Dalam hal suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan
vang sah dan tanpa ijin, pada prakteknya Pengadilan Agama masih
memungkinkan menerima gugatan perceraian sebelum lampau waktu dua tahun
sejak suaminya hilang, tapi harus ada alasan yang lain vaitu terjadi pertengkaran
dan perselisihan terus-menerus. Dan dalam hal ini putusan yang akan diambil

tanpa hadirnya tergugat yang disebut putusan verstek.

3.3 Apakah Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr telah benar menurut
hukum dan keadilan.
Dalam Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA Jr Pengadilan berpedoman
pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116

Komnpilasi Hukum Islam. Denean demikian danat disimmulkan hahwa cueatan
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dapat memberikan rasa keadilan baik bagi Penggugat atau Tergugat. Dalam
Putusan Nomor1492/Pdt.G/2004/PA Jr gugatan Penggugat dikabulkan dengan
putusan verstek dan menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar. O (1989:20), verstek adalah
peryataan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus
datang. Verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak Tergugat kesemuanya tidak
datang menghadap pada sidang yang pertama, apabila perkara diundurkan lagi
pihak Tergugat tetap tidak datang menghadap dari hal diatas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa verstek merupakan peryataan tidak hadirmya Tergugat atau
para Tergugat pada hari sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya setelah
ada penundaan karena hakekatnya Tergugat tidak pernah hadir.

Pada Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PAJr Pengadilan menjatuhkan
Putusan verstek dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak hadir dan ketidak
hadiranya itu, Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
hadir di persidangan setelah dipanggil dengan patut untuk memenuhi panggilan
tersebut. Selain itu Tergugat juga tidak memberitahukan tentang ketidak
hadirannya pada Pengadilan, dan menurut penulis adalah tepat bila Tergugat
dijatuhi dengan putusan verstek.

Penjatuhan putusan verstek dapat berpedoman pada pasal 125 ayat (1) HIR
yaitu :

Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak
pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil
dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek),
kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu
melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR ditentukan bahwa untuk putusan

verstek yang mengabulkan gugatan harus ada syarat-syarat sebagai berikut
(1). Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
(2). Tergugat tidak mengirimkan wakil, atau kuasanya yang sah untuk
menghadap:
(3). Tergugat telah dipanggil dengan patut;
(4). Petitum tidak melawan hak;
(5). Petitum beralasan.
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Syarat-syarat tersebut harus satu persatu dipenksa dengan seksama oleh
Hakim, kemudian jika benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, maka
Putusan verstek dapat diajukan dengan mengabulkan gugatan.

Berdasarkan atas peryataan itu jika syarat pertama, kedua dan ketiga
terpenuhi akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka
meskipun perkara itu diputus dengan verstek namun gugatan ditolak, begitu pula
Jika syarat pertama, kedua, dan ketiga terpenuhi akan tetapi temyata ada kesalahan
formil dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Berarti
dalam penjatuhan putusan verstek itu, tidak selalu akan menguntungkan
Penggugat atau selalu Tergugat dikalahkan.

Pada kasus perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr pada kenyatannya pihak
isteri sangat menderita akibat ulah suaminya sendin yang kepergiannya tidak
bertanggungjawab dan tidak meninggalkan harta benda untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini seharusnya isteri tidak perlu menunggu
sampai waktu yang cukup lama, yaitu dua (2) tahun apalagi hukum cukup
melindungi agar secepatnya isteri mengajukan gugatan perceraian, jika telah
terbukti atau dapat dibuktikan bahwa suami telah menelantarkan perasaan dan
kebutuhan dalam melindungi harkat dan martabat pihak isteri.

[slam telah menetapkan jika seorang pria dan wanita telah melakukan akad
pernikahan maka statusnya meningkat menjadi suami isteri yang masing-masing
mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban seorang suami berbeda dengan
kewajiban seorang isteri. Suami diwajibklan oleh Tuhan untuk memberikan
nafkah kepada isterinya, sebagaimna yang ditegaskan oleh Allah SWT, yaitu
”...dan kewjiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu
dengan cara yang ma’'ruf....” (QS. Al-Baqoroh :233).

Mengenai kewajiban seorang suami juga ditegaskan pada pasal 80 dan 81
Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa suami adalah pembimbimg isteri dan
kewajiban melindungi isterinya dengan memberikan segala keperluan hidup

rumah tangga dan menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya,

suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isteri.
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Dalam kasus perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PAJr Tergugat yang
bernama Supriadi bin Paiman sebagai suami telah pergi tanpa 1jin, tanpa kabar
berita dan tanpa memberi nafkah lahir bathin pada isterinya sendiri yang bernama
Kaiimah binti Giman, dalam hal ini suami berarti sama sekali tidak melakukan
kewajiban sebagai suami, sehinga Supriadi telah terbukti lalai pada isterinya
dalam jangka waktu yang lama. Jika suami telah lalai terhadap kewajibannya
maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian pada suaminya sendiri di
Pengadilan.

Hakim Pengadilan akan memproses setiap kasus yang telah masuk di
Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan hukum yang tetap. Dalam setiap
keputusan, Hakim Pengadilan harus mempertimbangkan peristiwa dan hukumnya,
tujuannya yang utama agar keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan dihadapan
Tuhan Yang Maha Esa.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sulhan, SH. M.H. dalam memutus
perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PAJr tidak hanya mendasar pada Undang-
undang yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Inruksi Presiden Nomor | Tahun
1974 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut ditambah juga dengan
pertimbangan-pertimbangan Hakim yang melihat juga pada aspek agama serta
kondisi Penggugat yang dalam jangka waktu dua tahun di tinggal suaminya tanpa
alasan yang sah dan tanpa ijin. Dari uraian diatas menurut penulis Putusan Nomor
1492/Pdt.G/2004/PA_Jr telah benar menurut hukum yang berlaku.

Keadilan sangat sulit sekali diartikan karena adil bagi seseorang belum tentu
adil bagi orang lain. Konsep keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat
mewujudkan ketemtraman, kebahagiaan dan ketenagan secara wajar bagi
masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktek
pelaksanan hukum, yaitu apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat
penegak hukum telah mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan
hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar.
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Menurut Baharudin keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas,
sehingga (sebagian besar orang) mengalami rasa puas. Menurut Anstoteles
keadilan adalah “Memberi tiap-tiap orang apa yang ia berhak terima” (Baharuddin
Lopa, 1996:157).

Keadilan sangat sulit sekali diartikan karena apa yang dirasakan antara satu
orang dengan yang lain tidak sama. Menurut penulis keadilan adalah adanya
asapek-aspek pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
yang tidak hanya melihat pada Undang-undang tetapi melihat juga pada kondisi
pengugat dan Tergugat dari uraian diatas menurut penulis putusan Nomor
1492/Pdt G/2004/PA _Jr sesuai dengan keadilan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian
adalah :
a. Faktor pologami yang tidak sehat
b. Faktor cemburu
c. Faktor kawin paksa
d. Faklor ekonomi
¢. Faktor tidak ada tanggungjawab
f Faktor penganiayaan
g. Faktor suami mendapat hukuman penjara
h. Faktor cacat biologis
1. Faktor gangguan pihak ketiga
J- Faktor tidak ada keharmonisan
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang ditinggal suami, yaitu
tentang jangka waktu pihak isteri baru boleh mengajukan gugatan perceraian
di Pengadilan berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo pasal 116 KHI adalah dua tahun berturut-turut sejak suaminya
pergi. Pengadilan tidak akan menerima gugatan perceraian kurang dari dua
tahun sejak terguggat pergi, jika yang dipakai semata-mata hanya berdasarkan
pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo pasal 116 KHI, tetapi
dalam prakteknya Pengadilan Agama akan menerima pengajuan gugatan
perceraian kurang dari dua tahun jika dalam gugatan tersebut ada sebab
perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Pengadilan Agama dalam memutus Perkara No.1492/Pdt.G/2004/PA Jr. telah
benar menurut hukum yang berlaku dan keadilan. Benar menurut hukum
karena didasarkan pada aspek perundang-undangan yang berlaku, disamping

itu juga melihat pada aspek lain seperti aspek agama dan kondisi dari
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Penggugat. Adil sebab dalam putusan NO.1492/Pdt.g/2004/PA Jr. Hakim
mempertimbangkan putusannya tidak hanya melihat pada Undang-undang saja

tetapi juga melihat pada kondisi dari Pengugat dan Tergugat.

4.2 Saran

Sebagai dorongan atau motivasi yang mungkin dapat bermanfaat dalam

menambah sumbangan pemikiran, maka penulis juga memberikan saran-saran.

Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.

Mereka yang akan melakukan perceraian hendaknya mempertimbangkan
kembali keputusannya jangan semata-mata didasarkan pada emosi saat itu
dan memperhitungkan kembali dampak negatif dari perceraian tersebut, dan
dalam pengajuan gugatan perceraian hendaknya tidak hanya didasarkan pada
satu atau dua faktor saja.

Pembuat Undang-undang hendaknya melihat kembali pasal 19 huruf (b)
Peratuan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam. Waktu dua tahun merupakan waktu yang sangat lama untuk bisa
mengajukan perceraian, sebaiknya waktu dua tahun untuk bisa melakukan
perceraian dikurangi menjadi satu tahun, dan hendaknya Undang-undang
lebith memberikan perlindungan pada isteri mengenai suami yang menjatukan
talaknya diluar sidang Pengadilan.

Aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan fungsi pelayanan terhadap
masyarakat dan terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat menjatuhkan
keputusan yang jelas. benar, dan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi
dirinya sendir, masyarakat, dan pada Tuhan Yang Maha Esa.
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LAMPIRAN

PUTUSAN

NOMOR: 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadi lan Agama di Jember yang mengadili perkars
dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis

wlah menjabuhkan putusan atas perkara ceral gugat yang

Bty i cobagail barikul dalam perkara antara §—-—-————w--
‘Ghliskssnshetltate. L0 25 tahun,  agama
Talamn, pakerjaan Pénjahit/swasta, terakhir
bertampat tinggal di Dusun Rejosari Rw.V
SAGN RE.TT Desa Tembnokrejo Kecamatan Gumukmas
5 Kabupaten Jember ; Selanjutnya dissbut seba-
@\_ - gal: PENGGUGAT .~ ;
4 ‘ MELAWAN .
NEEanEnGEENeEE®. $ mur 31 tahun, agama
I<lam, pekerjaan tani, terakhir bertempat
tinggal di Desa Temﬁokrajo Kecamatan Gumuk-
mas  Kabupaten Jember ; Sekarang tidak
diketahui alamatnya di Indonesia Ghoib) ;
Selanjubnya disebut sebagai: TERGUGAT.-
Pangadi lan Agama EEra@bUL | o e e i e e et
Satelah membaca surat-surat dalam berkas barkara; --------
Dol uh mondsmen e lembommmmdicn E i -
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repenLteraan Fangadilan Agama Jember di bawah nomor

e f

Frar: 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr.yang pada pokoknya berounyi

sabagal berilkub:

Bahwa penggugat dan tergugat telah henikah pada
tanggal 20  Agustus 1991, yaﬁg dimatatkan'bada kantar
Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupatan Jember
dengan  Kutipan Akta HNikah Nomor: 308/30/VIII/1991
tanggal 27 Agustus 1991 ;

Bahwa sabaelah parnikahan antara penggugat dan

tergugat telah hidup  rukun  sebagai suami istri,

terakhiv mengambil tempat kediaman bersama di rumah
pranglua Penggugat dan hingga kini dikaruniai 1 orang

anak barnama @ ULFA, umur 11 tahun (ikut penggugat) :
Bahwa pada mulanya  rumah tangga antara penggugat dan
tergugat berjalan dengan  baik, akan tetapi =sejak
kira-kira kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, rumah
tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering
Larjadi perzelisihan dan pertengkaran yang disebabhkan:
skanomi, tergugat selama berumah tangga dengan-penggu—

gat Lelah Jarang nemberikan uang belanja kepada penyggu-

gak lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat Lanpa

pamit  dan Juga Lanpa ijin serta sampal saat-ini tergu-
gab Lidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti :
Bahwa perealisihan antara penggugat dan tergugat

makin 1ama malkin meamuncak . akhirmwva tarmimak
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pergl meninggalkan tempat kediaman bersama tarpa

*Digitatl 'Pépomtery BN v ersHRsafaraaeEnya

ol Ve deagae -‘l.

Bahwa wajak  1tu  antara panggugat dan tergugat telah
hidup berpisah  yang hingga sekarang sudah 2 tahun dan
salama hidup barpizah tersebut telah tidak komunikasi

lagi antara penggugal dan tergugat ;

itu, pengougal mengalami penderitaan lahir dan bathin
vang b lL)dHJﬁhqﬂn'“”W“““""“; """"""""""""""""""""""""""
Bahwa atas  dasar  alasan-alasan sebagaiména tersebut
diatas, panggugat mohon kesada Pengadilan Agama Jember
ag-r barkanan memeriksa parkara ini dan menjatuhkan
pucusan sashagai berikut T hhigi e i e e S s
Primair
L. Mencabal kan gugaban ﬁenggugat;-w~~ ----- e -

-

C. Menyatakan  Jatuh  talak satu ba’in dari Tergugat

i Larhiaadap Panggugat;w“mwww-wwwj»~~-~~—w~—~~—m~ww~~mww»
3. Membabankan - biaya parkara ini  menurut ketentuan

h;[";v‘_;”l VAT b;r;llv']_':'j't;‘Lj;‘--A-—-mm-n..-».--.--.-m-.....---u—.w.-—---—-..-.--.---.o-.—

Subsidai;

Akad mohon putuszan yang seadil-adilnya:

Meninbang, bahwa pada hari persidangan vang telah
%,,ﬁ J ahi bentukan, Penggugat hadir dgn Tergugat tidak pernah
Wour, o F hadir dalam persidangan, maskipun telah dipanggil secara
Patut malalui Radio Republik Indonesia Regional IT Jember
2 kali masing-masing tangdal 16 Juli 2004 dan 16 Agu%tus
2004, sadangkan tidak datangnya .bidak karena adanya suatu
halangan yang sab, maka paemeriksaan parkara ini tetap
dilarjutkan dengan Lanpa hadirn;a Tergugat:;

. Menimbang, bahwa selanintnua Maiteldis Wabte ..
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vakar, agar Penggugat barsabar dan tidak minta cerai

“ropigitabRepositon Umvvearrg%ta]s-aemberw

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan

tertubup uobuk umum dan dibacakanlalh gugatan Penggugat
yang isinya tetap dip&rtahmnkan;wwwm-wm--d--ww—ww

e imba N, bBabme s amSi Fmin M o

tangaal 27 Agustus 1991 yang dikaluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamnatan Gumukmas, Kabupapen Jember .
(P.L),

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat
mangajukan 2 orang saksl, yang barnama: === e oot o e e e
1. SUPRIYADI, umur 36 tbtahun, agama Islam, Pekerjaan

Swatta, ‘alamat Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas,
Kabupaten Jember;

2. MUHTAROM, umui 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan P3N,
alamat  Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukﬁas, Kabupaten
Jambet ;

Manimbang, babhwa saksl tersebut di bawah sumpah

di muka persidangean memberikan keteangan yang bada

pokoknya =atu dengan yang lain éaling bersesuaian,

T B

bahwa, Dengaugal den Targugat suami isteri yang sah,

8
’ f,
bhalhwa , semnula ronah bangga Penggugat dengan, Tergugat

dan keduanya taelah dikaruniai seorang anak;

bicdun rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama
‘
Lepalhie ol ruamab orang tua penggugat, akan tetapi

oo o s |
LR A Pl
ELT o

2 tahun wang lalu secara berturut?turut antara
Pangguga b dan Tergugalb telah hidup barpisah, Tergugat
pargi meninggalkan  Penggugat, dan hinqga kini tidak
dikatahul alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan
lahisr bathin sebagai suami isteri dén.tidék pafnﬁh‘

saling Barlkunjung

babwa, keadaan romah tangga Penggugat dan Tergugat

waaaimana di atan terdadi denoan diawali adanva


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

posal inihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Digital Repasiteory-Universitastshemyiger vang

2

bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telaﬁ pula

turut membarikan upaya  perdamaian kapadaﬂlpenggugat,

akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;-
Menimbang, bDahwa tmrhadap alat bukti surat sarta

batarangan ‘gakaiwamkai tersebut, Penggugat menyétakan

| Eidak kebaratan dan menerimanya )= — - e m——m oo e o e i e
Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat

tetap berkainginan mengajukan cerail gugat terhadap Tergu-
gat, dan mohon agar Majeslis Hakim barkenén segara menja-
tuhkan putuﬂnnnym;wwwmnwwmw~«~~w~~~w-~ww—-w—w-nn-w---wn—w
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putus

7//» ‘f' an ini, maka szgala sesuatu yang berlangsung di persidang

J%@;Jy%>' an dianggap termasuk pula dan merupakan -bagian yang tak

taerpizahkan dari pubusan indi-—-—— A SR
TENTANG HUKUMNYA
Mo nbhang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggu-~
gals adalah cebagaimana Lerural ol ALas ;= e o o . =
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan
nasihab  seperlunya  kepada Penggugat agar mengurungkan
niatnya untul berceral, akan tetapl tidak berhasil ;== ===
Maenimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
syarat-ayaralb Tormal perkara, sehingga Majelis MHakim
perlu gembarikan pertimbangan lebih lanjut;==—————- e e e e
Manimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalaﬁ

persidangan sekalipun Tergugat telah dipanaail secara
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patulb sebagaimana memenuhl ketentuan pasal 27 Peraturan
"“Digital Repdsitory Thiversitas Fenipeipasi
Mukum Islam, sehingga dengan demikian pemeriksaan sarkara

dilakukan dengan tanpa hadi PIYE TErQUOAT 5 m = s e o ime v s e
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&
Digital Repository Universitas Jember
dalil-dzlil gugatan Panggugat atau setidaknya tidak mem-

| ! et ‘.-:l_! i O B P e s o e e e T T 0 A A e v T S ok i e e e S e . S ek St S AL . e e s e

Memimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil
Jugatannya, Penggugat menvertakan bukti-bukti sebagaimana

arural di atas yvang oleh Majelis Hakim telah diperiksa’

) can beravabs danab oiterina 5ebégai alat bukti yang sah;~

Mendmbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai-

mend Felal berurai o atas,  dihubungkan dengan keterang

s Fengagigat dan =aleai-salons yang dihadirkannya, ternyata

ey tho daggdan yvang lain saling bersesuaian, dan

Madelis Usdeim dapat Bensmnbkan fakta-fakta hukum di persi-

V/t N ! W GEED PAGATROHARNY S AR LA 5 o S e e e i e s
h:ﬁ'ﬁ\;"

] - babiwe Piapgaugat. dan Taergugat suami isteri yang sah,

A ,’) |
s, dan kadusnpa telah

dikaruniai ﬁearahg anak ;

Babiweo “enula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Fiidun  rukiun dengan mangambil  tempat kediaman .ber“ﬁama

Gerakhd v dd rmadk orang tua Ppanqggugat, akan ;étapi
Sen ak 2 btahun yang lalu secara berturut-turut antara
Percgucat dan Tergugat telah hidup bserpisah, Te}gugat
Pergl neninggal kan Panagugat, dan hingga kini tidak
cAikeatahug alamatnys, keduanya sudah tidak ada ikatan
lahir bathin sebagal suami isteri dan tidak pernah
saling berkunj ung ;

= bhahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimnana of  ates tarjadi dengan diawalj‘ﬁdanya

2l ieihan dap pertangkaran antara Penggugat dan

Pes

Tapragugst vandg dd

shkan karena persoalan nafkah vyang

tidak tercukupi ;
bahwa, 43 1uar rersidangan, saksi-sa ksi telah pula

Eurut  memnberikan UDBNvE  mardomad moe  fo ' =
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akan tel api usaha teraa

ebut tidak pernah memhawa h&sil;-

Digital Repository Universitas Jember

Merimhang,  bhahwa  berdasarkan fakta*fakfﬁ hﬁkdm
yhagadaainsg ol At Majelis Hakim berpendapat bahwa
tedlah tapdapat alasan bagi Penggugat -untuk bercerai
hardasarlan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1978 Jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompila—-
wi Hulum YTaldm:

Meninbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan
pula oleh Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak
walgwan hak dan talah beralasan)—s-——berseaee.w e

Monimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan

|
V4 parcaraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2)

/:f(,.“ '_L_A f Undang-~Undang namor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim
Y("‘\\.-‘- ji_‘ | ' )"
e i perpandapal patul mengabulkan gugatan Penggugat s ————mw—e—
N .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Undang-tnclang 7 kahun 1989, maka- biaya perkara dibebankan

kemada Pangugal e s s o

I G ) s S T St st o B b e S e S St S VR e e S A A o s it i s

Mangingat , Undang=Undang nomor 7 tahun 1989 serta
segalas ketentuan paiundang-undangan yang berlaku dan

3

hukum syara’ yany berkaitan dengan perkara inij=——-—-—=w--
1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan

patut ntuk datang menghadap di persidangan, tidak
] g e s o e i e i e

2

Meardabtul kan guaatan Panggugat dangan verstek;-—e—-—ww—-

Foo Manjatublan Talak satu bain dari tergugat (R
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237.000,~ (Dua ratus
i T T I T lA,."..I,L‘ R T A S R S S | *
8
G| il 14 2% M4 5 ed wah oleh kami H. AHMAD
TAMANEZ, SH. bagni Hakim Ketua serta Dra. MARWIYAH
MUGHNT . olan Dr=. HM. HANAFI ASYHARI,SH. masing-masing
319, Halkim Anggota: pubusan mana pada h@ri ity juga
SR by am #idang vang dinyatakan terbuka untuk umum
ClaEh o Madald Mak im tersebut dengan dibantu oleh  MOH.
ASIR, SH bagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
FYe | (el can: Larnpa hadi roys tergugat:
HAKTHM ANGEOTA § METERAI HAKIM KETUA :
@gﬁ
\'\_‘l.:
fﬁ\g\'
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